KEPUTUSAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 47 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANI SASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
SEBAGAI MVANA TELAH BEBERAPA KALI DI UBAH
TERAKH R DENGAN KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 29 TAHUN 2003

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

bahwa dal am rangka nendukung tersel enggaranya tertib adm nistrasi
peneri ntahan, di pandang perlu nmenyenpurnakan Keputusan Presiden
Nonmor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagai mana
tel ah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden
Normor 29 Tahun 2003;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang- Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nonor 22 Tahun 1999 tentang Pemeri nt ahan
Daerah (Lenbaran Negara Tahun 1999 Nonor 60, Tanbahan
Lenbar an Negara Nonor 3839);

3. Peraturan Penerintah Nonmor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Permeri ntah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah O onom
(Lenmbaran Negara Tahun 2000 Nonmor 54, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 3952);

4. Keputusan Presiden Nonmor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan O gani sasi, dan Tata Kerja
Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Keputusan Presiden Nonor 29 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan: KEPUTUSAN PRESI DEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 101 TAHUN 2001 TENTANG
KEDUDUKAN,  TUGAS, FUNGSI , KEVEENANGAN, SUSUNAN
ORGANI SASI DAN TATA KERJA  MENTER NEGARA
SEBAGAI MVANA TELAH BEBERAPA KALI D UBAH TERAKH R
DENGAN KEPUTUSAN PRESI DEN NOMOR 29 TAHUN 2003.

Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Keputusan Presiden Nonor 101 Tahun 2001
tent ang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan O gani sasi,
dan Tata Kerja Menteri Negara sebagai nana telah beberapa kali
di ubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nonmor 29 Tahun 2003,
di ubah sebagai beri kut :

1. Ket ent uan Pasal 13 di ubah, sehingga berbunyi sebagai beri kut



Pasal 13

Menteri Negara Riset dan Teknol ogi bertugas nenbantu Presiden
dal am nmerunuskan kebijakan dan nel aksanakan koordi nasi di bidang

riset, ilmu

penget ahuan, dan teknol ogi serta mel aksanakan

pengel ol aan dan pengenbangan pusat il nmu penget ahuan dan teknol ogi .

2. Ket entuan Pasal 14 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 14

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di meksud dalam Pasal 13,
Meneg Ri stek nenyel enggar akan fungs

perumnmusan kebijakan benerintah di bidang riset,

a.
i I mu penget ahuan, dan teknol ogi;

b. pengkoor di nasi an dan peni ngkat an ket er paduan
nasi onal neliputi penyusunan rencana dan program
pemant auan, analisis, serta evaluasi di bidang
riset, ilmu pengetahuan, dan teknol ogi;

C. pengkoor di nasi an kebi j akan riset, Il mu
penget ahuan, dan teknologi di industri berbasis
t eknol ogi ;

d. pengel ol aan dan pengenbangan pusat i1 mu
penget ahuan dan teknol ogi ;

e. penyanpai an |aporan hasil evaluasi, saran, dan
pertinbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada
Pr esi den.

3. Ket entuan Pasal 15 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

Dal am nenyel enggar akan fungsi sebagai nana di maksud dalam Pasa
14, Meneg Rlstek menpunyai kewenangan

— 0

penet apan kebijakan di bidangnya untuk nendukung
penbangunan secara makro;
penyusunan rencana nasional secara makro di

bi dangnya;
penetapan arah dan prioritas kegiatan riset, ilnu
penget ahuan, dan teknol ogi terapan termasuk

penelitian dan pengenbangan teknologi strategis
dan beresi ko tinggi;

pengat uran penerapan perjanjian atau persetujuan
i nternasional yang disahkan atas nanma negara di
bi dangnya,;

penet apan sisteminformasi nasional di bidangnya;
kewenangan |ain sesuai dengan Kketentuan peraturan
per undang- undangan yang berlaku, yaitu nenbangun
sistem inovasi dan budaya ilnmu pengetahuan dan
t eknol ogi nasional (IPTEKNAS) serta nelaksanakan



pengel ol aan dan pengenbangan pusat i1 mu
penget ahuan dan teknol ogi .

Pasal 11
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2003
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
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